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Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

KPU. Setjen KPU. Sekretariat KPU Provinsi.
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Tusi

Orta.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan

Mengingat

birokrasi di lingkungan instansi pemerintah

dan

optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

196);
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Menetapkan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG TUGAS, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1236), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 36 dihapus.

2. Pasal 37 dihapus.

3. Pasal 120 dihapus.

4. Pasal 121 dihapus.

S. Pasal 146 dihapus.

6. Pasal 147 dihapus.



2023, No.99

Ketentuan huruf D, huruf I, dan huruf L Struktur
Organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi, dan  Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diubah sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY’ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
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D. BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

BIRO

KEUANGAN DAN
BARANG MILIK
NEGARA

KEUANGAN DAN BEMN

BARANG MILIK
NEGARA WILAYAH III

PELAPORAN KEUANGAN
WILAYAH III

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
INFORMASI DAN PERBENDAHARAAN PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK PELAPORAN
KEUANGAN NEGARA KEUANGAN
| L _
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
GAJI DAN PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN -
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK PELAPORAN KEUANGAN
PIUTANG NEGARA WILAYAH I WILAYAH I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
BIMBINGAN PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN -
PERBENDAHARAAN BARANG MILIK PELAPORAN KEUANGAN
NEGARA WILAYAH II WILAYAH II
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATA USAHA BIRO PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN -

| N I O O O O O

LLLLY
I

Kelompok Jabatan
Fungsional

EEEEE
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I

BIRO LOGISTIK

BIRO
LOGISTIK
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG PENYUSUNAN LAPORAN
LOGISTIK PEMILU DAN JASA DAN DOKUMENTASI
LOGISTIK PEMILU
T 1
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN SUBBAGIAN
A DiA PENYUSUNAN LAPORAN
LOGISTIK PEMILU
LOGISTIK PEMILU
SUBBAGIAN
PERSIAPAN PENGADAAN UMMMWW%%MQ
DAN DISTRIBUSI
OIS TIERE NS LOGISTIK PEMILU
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PEMELTHARAAN DAN TATA USAHA BIRO
INVENTARISASI LOGISTIK LOGISTIK
PEMILU
| INEEENENENEEEEEEEEN
uE Kelompok Jabatan u
N Fungsional u
II____________________I
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L. BIRO PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BIRO
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PENDIDIKAN PEMILIH HUBUNGAN HUBUNGAN ANTAR
MASYARAKAT DAN LEMBAGA

INFORMASI PUBLIK
[ |

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PELAKSANAAN HUBUNGAN ANTAR |
— SOSIALISASI DAN LEMBAGA PEMERINTAH

PENDIDIKAN PEMILIH
SECARA LANGSUNG

SUBBAGIAN
SUBBAGIAN HUBUNGAN ANTAR
PELAKSANAAN LEMBAGA NON -
| SOSIALISASI DAN PEMERINTAH DAN
PENDIDIKAN PEMILIH LEMBAGA
MELALUI MEDIA KEMASYARAKATAN
| SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATA PENYIAPAN DAN TATA USAHA BIRO
PENGELOLAAN MATERI PARTISIPASI DAN .l
PENDIDIKAN PEMILIH HUBUNGAN
MASYARAKAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

|IHENEEENENENENENENN

Kelompok Jabatan

Fungsional ttd.

|
|

Y1V 1N
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HASYIM ASY’ARI



